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PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG

i

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PRQVINSI JAMBI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT:TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah -
dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); !

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Repyblik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); :

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

. Unda.rm

Admints#asi
Indon&z

yomor

a Talmn 2014 Nomor 292,

30 Tahun
“Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

2014 tentang

Tambahan Lembaran

Negara Reput;}lk Indonesia Nomor 5q01);

3 Peratugan Pe;nenntah Nomor 18

Tahun 2016 tentang

Peraniggt Dgerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016}
Republik Ind?;,aesua Nomor 5887);

. Peraturan )Jactah Nomor

BT

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

un 2016 tentang

Pembentukan:dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi

Jambi

Tahun 2016} :Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Pemerintah Provm31 Jambi Nomor 8);

L
MEMUTUSKAN:

PERATURAN /GUBERNUR

]

KEDUDUKAN,

| TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA.
1

KERJA BADAN RENGHUBUNG DAERA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PROVINSI JAMBI.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimal%sud dengan:

1
2.

10.

1i.

Provinsi adalah Provinsi Jambi.

!

Pemerintahan Daerah adalah penjyelenggaraan urusan

pemerintahan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut a
pembantuan dengan prinsip otonomi
sistem dan prinsip Negara Kesatua;
sebagaimana dimaksud dalam Undang
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur
sebagai unsur penyelenggara urusan p

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

loleh Pemerintah Daerah dan Dewan

sas otonomi dan tugas
seluas-luasnya dalam
n Republik Indonesia
-Undang Dasar Negara

dan perangkat daerah
emerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi J ambi.

Badan Penghubung Daerah Provis

1si yang selanjutnya

disingkat Badan adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi

Jambi, ..

Kepala Badan adalah Kepala Badan

Provinsi Jambi.

Penghubung Daerah

Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penghubung

Daerah Provinsi Jambi.

Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Penghubung

Daerah Provinsi Jambi.

Subbagian adalah Subbagian di
Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Subbidang adalah Subbidang di

lingkungan Badan

Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

lingkungan Badan



12. Jabatan ﬁ;w adalah  suatu| kedudukan yang
menunjulET tygas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang PogawailNegeri Sipil dalam suatu satuan organisasi
perangkat daerahimeliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(setara eselon I]ﬁl dan IIb), Jabatan Administrator (setara

eselon [lIg dan JlIb), dan Jabatan Perlgawas (setara eselon
IVa dan'IVD]. i

13. Jabatan F‘ungsfdnal Tertentu adalah kedudukan yang
menunjukkan tygas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yangfj dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan

pada keahlian dan/atau keterampilan fertentu serta bersifat
mandiri. i

14. Pegawai Aparatf?- Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian kerja lyang diangkat oleh
pejabat pembing kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan -
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Pegawai Negeri Sg.pll yang selanjutnya c!iisingkat PNS adalah
PNS yang gajinyajdibebankan pada APBD Provinsi.

16.Pegawai Pemerintah dengan Perjgnjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah |[PPPK yang gajinya
dibebankan pada; APBD Provinsi.

17. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalahl keseluruhan upaya-
upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat
profesionalisme /' penyelenggaraan tugas, fungsi dan
kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan
penetapan kebufuhan, pengadaan, pztngkat dan jabatan,
pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja,
tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian,
dan perlindunga;i{'x aparatur sipil negara sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB II |
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan berada di bawah dan bertar\lf'gung- jawab kepada
Gubernur melalu;j Sekretaris Daerah.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.! ,/

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintah i bidang penghubung daerah provinsi yang
menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada daerah pTOVi!FlSi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{

Pasal 4 ’

+ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diimaksud dalam Pasal

4, Badan menyelenggarakan fungsi: E

a. penghﬁbung antar pemerintah daerah idcngan pemerintah,
lembaga pemerintah non departemen dan swasta di Jakarta;



N

\_—Sub Bagian Tata Usaha Illempunya'
administrasi tata naskah dinas, rumah

e
i

pembinaﬁam daerah di Ja{\(arta, Bogor, Depok,

TangeranZB l{eéf_i/luar daerah;
pengumpul

pengadaan kegigtan promosi, ekonomi
pariwisa -

L

!

i et et =

dan pengelolahan data atau informasi;

, sosial, budaya dan

pengelolaan anjiingan daerah di Taman Mini Indonesia

Indah; dan 1'
pelaksanaan f si lain yang diberikan joleh Gubernur sesuai
dengan tugas daﬁl fungsinya. L »

i BAB III

|’ ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

_ Pasal 5
Susunan organigasi badan, terdiri dari:
kepala; :

subbagian tata usaha;

subbidang pengelolaan mess dan aset;

a

b

c

d. subbidang p}i';;llayanan dan hubung
e. subbidang p}l:;ornosi informasi dan s
£,

kelompok jal’aatan fungsional.
Masing-masing Subbagian dipimpin o

Badan. !

antar lembaga;

ni budaya; dan

eh Kepala Subbagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
|

Masing-masing éubbidang dipimpin o#eh Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.
i

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Pasal 6

i  tugas melakukan

tangga, kepegawai

keuangan, 'perleng}fgapan, penyusunan program, evaluasi dan
R Ty ps . s ——

pelaporan.

Untuk melaksankan, tugas sebagaimana ¢
L B Sub Bagian Tata {Usaha menyelenggarak

a.

B

Pasal 7

b

limaksud dalam Pasal
an fungsi:

perencanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,

pendistribusian;surat menyurat dan pe

ngadaan,;

pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi kenaikan
pangkat, pelatihan, disiplin pegawai ASN, mutasi,~"
pemberhentian, gaji berkala, karti pegawai, asuransi

keschatan, tabungan dan asuransi p
nomor pokok wajib pajak (NPWP);

ensitin (TASPEN) dan



2 i
. b 1:é‘;f
pelaksan evMehadiran dan penilaian kinerja dalam
pemberiagf tunjangan;
e -
pengusulan pegerima penghargaan, |cuti, sumpah/janji,
pengembangan dgn kesejahteraan pegawai ASN;
pembuatq‘%’daftaixé urut kepangkatan;

pembuatan dat "éase pegawai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undgygan yang berlaku;

pelaksanaan san administrasi | keuangan meliputi
verifikasi, pembwﬁlguan, perbendaharaarn dan gaji; :

perencanaan dan;pengelolaan perpustakaan;

pengkajian, pej',zgnanaan, penyusunanp dan pengevaluasi
program kerja; . :

pemantauan dan pengambilan langkahrlangkah pelaksanaaﬁ

evaluasi, pelapq:ran dan penyiapan bahan evaluasi serta
penyusunan laporan;

pelaksanaan dan penyiapan laporan dan pelaksanaan
kegiatan sub bagim tata usaha; dan

pelaksanaan fui’_lgsi lain yang diberikdn oleh atasan sesuai
dengan bidang t};lgasnya.

Paragraf 2

Pasal 8

Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset mempunyai tugas
mengelola mess jambi dan aset pemerintah provinsi di Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/LuarjDaerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10, Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset menyelenggarakan
fungsi: : T

a.

{
penyusunan dan pengevaluasi %standar operasional
pelayanan mess dan aset pemerintah provinsi di Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/ ;t:ar Daerah;

penata dan pcnginvenwﬂsir sarana dan prasarana mess dan
aset pemerintgh provinsi di Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah; | -

pelaksanaan pemantauan dan pengambil langkah-langkah
pelaksanaan pemeliharaan mess dan aset pemerintah
provinsi di Jakarta, . Bogor, DeFok, Tangerang dan
Bekasi/Luar Dgerah,;

pelaksanaan urusan kontrol pemeliharaan sarana/prasarana
kartu inventaris. barang;

pelaksanaan urusan promosi IMess jambi, peningkatan
pelayanan dengan sistem pelaporan penerimaan mess; dan

pelaksanaan fulngsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
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ﬁ. I . |
Untuk melak nitugas sebagaimana d

ﬁ Jgi#?asal 13

|
%
!
!

maksud dalam Pasal

14, Sub Bidang R‘f‘;@)mosi dan Informasj menyelenggarakan
fungsi: it |
i i

(4)

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsior

penyusu:% program kerja kegiatan promosi dan informasi
% :

pemban '
sosial, budaya dan

b4

pariwisata;

an dz l$:frah jambi yang meliputi bidang ekonomi,

pengumpulan dan pengolahan data serta informasi untuk

melakukan kegi F promosi pembangu
pelaksanaan progfam kerja kegiatan p

nan daerah;

-omosl dan informasi

pembangunan daerah jambi yang meliputi bidang ekonomi,
sosial, budaya jdan pariwisata di tingkat nasional dan

internasional;

b
i

indonesia indah;”

pengkoordinasi kegiatan anjungan ja.bei dan taman mini

pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pr
pembangunan daerah jambi, melipu
sosial, budaya dan pariwisata baik d

omosi dan informasi .
ti bidang ekonomi,
i dalam dan di luar

taman mini indonesia indah;

penyusunan lapfbran hasil pelaksanaan kegiatan program
dan informasi 'prembangunan daerah serta pengelolaan

anjungan jambi; |

pelaksanaan fun[c'_gsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tygasnya;
"

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok jab.atan fungsional

mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya

masing-masing.

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya
masing-masing dan dikoordinasikan loleh seorang tenaga

fungsional senior.

Pejabat  fungsional dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab langsung kepada kepala badan.

i

Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat,

jenis dan beban kerja.

1al dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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mg& Pasal 10

Sub Bidang Pelajg.;;}nan dan Hubungan Antar Lembaga
mempunyai tiygas melaksanakan kegiatan bidang keprotokolan,
kehumasan, mo ,‘f;si, transportasi, hubingan antar lembaga
pemerintah = proyinsi, lembaga-lembaga pemerintah
departemen/non departemen, swasta dan internasional serta
pembinaan masyargkat Jambi di Jakdrta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Be si/luar daerah yang berkaitan dengan
bidang tugas dan pergturan perundang-undangan yang berlaku.

i

il Pasal 11 E
Untuk melaksanakanitugas sebagaimana lmaksucl dalam Pasal
12, Sub Bidang Pelayanan dan Hubun$an Antar Lembaga
menyelenggarakan ii';ngsi:

a. penylapan progrém kerja kegiatan keprotokolan, kehumasan,
akomodasi dan tzfja,nsportasi serta hubungan antar lembaga;

b. pelaksanaan kegi__atan keprotokolan, ke]%mumasan, akomodasi
dan transportasi jserta hubungan antar Hembaga;

c. pelaksanaan hubungan masyarakat; g

d. pelaksanaan keéiatan pembinaan mé syarakat Jambi di
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/luar daerah;

i
pengurusan, penyiapan kelengkaparﬁ administrasi dan

perjalanan gubernur, wakil guben%mr, ketua dewan
perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan sekretaris
daerah sesuai peraturan pcmndang-und{angan;

f. pelaksanaan koordinasi mengenai hubungan kerja yang
sedang dan akan dilaksanakan ant.emﬁi pemerintah provinsi
dengan lembaga pemerintah (lembaga-lembaga pemerintah
departemen dan npon departemen), swasta dan internasional;

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam
penyediaan maupun penerimaan data }rian informasi dalam
hubungan kerja sama dengan pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dalam provinsj jambi;

h. pemberian bantuan kepada para pejaba!t pemerintah provinsi
dalam rangka hubungan kerja dengan pemerintah (lembaga-
lembaga pemerintah departemen dan non departemeny,
swasta dan in};cmasional di Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi /luar daerah, |

1. pengunipulan dan pengelola data atau informasi tentang
masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi /Luar Dagrah; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang dibeﬁkai%l oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

;
Paragraf 4 I;
|
|

Pasal 12 |
Sub Bidang Promosi dan Informasi ‘i mempunyai tugas
melaksanakan kegjatan bidang promosi dan informasi

pembangunan daerah jambi yang melipﬁrlti bidang ekonomi,
sosial budaya dan pariwisata. ‘1

':
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i Pasal 15
Dalam 1 ”akan tugas pokok dan fungsinya, kepala
badan, se s, kepala bidang, kepala subbagian, kepala
subbidang d %‘ kelompok jaba fungsional wajib

menerapkan pripsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam 11ng1gu.ngan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di ".Lgkungan pemerintah daerah serta instansi
lain diluar pemerintah daerah sesuai d ngan tugas pokoknya
masing—masing ' T

l
Setiap pemlmpm ‘satuan organisasi wajib mengawasi pegawai
ASN dlbawahnya dan bila terjadi | penyimpangan agar
mengambil langka.h langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan
serta petunjuki? bagi pelaksanaan [tugas pegawai ASN
dibawahnya.

Setiap pemimpin satuan organisasi jwajib mengikuti dan
rnematuhi pet:ur';juk dan bertanggung jawab pada atasannya

masmg—masmg ;serta menyampaikan 4aporan berkala tepat
waktu.

Setiap laporan: yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan Ebg_awahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bétwahannya.

Dalam menyampaikan laporan méxsmg-masmg kepada
atasan, tembusan laporan wajib d1sampa1kan pula kepada

satuan orgamsgsx lain yang secara fpngsmnal mempunyai
hubungan kerja.

BABV
PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian
dan kepala subbidang diangkat dan idiberhentikan dalam
jabatan oleh Gubernur sesuai dengan| ketentuan peraturan
perundang - undangan,

i
Perangkat daergh diisi oleh pegawaii ASN sesuai dengan
kﬁtentuan pcrat'uran pcrundangmundamgan.

Pegawa1 ASN yang menduduki _}ab pimpinan tinggi,
jabatan administrator dan _]abatan pengawas pada
perangkat daera.h wajib memenuhi perpyaratan kompetensi:

a. teknis; \ E

i



S

= 4
Wi
S etosa 20

Peraturan G emuri ini mulai berlaku pacia tanggal 1 Januari
BU1T, s 1

Agar setiap orﬁng mengetahmnyﬁL, memerintahkan
penglmdanga%Peragqran Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Dfer ﬁ’ememntah Provinsi Jambi.
1 |
L Ditetapkan di Jambi

pada tangg.fﬂ 29 Desember 2016

i 1744
OLA ZULKIFLI
\*}:J:‘.‘;:;::. e ;
Diundangkan di Jambi i ' :
pada tanggal 79 Desember 2016
RIS DAERAH PROVINSI JAMBI, |
ik
i




4 LAMPIRAN
: PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR ¢Z TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI

[RKELOMPCK JABATAN SUBBAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
SINGELOLAAN MESS PELAYANAN DAN -t PROMOSI INFORMASI
1 DAN ASET HUBUNGAN ANTAR DAN SENI BUDAYA
’ LEMBAGA
GUBERNUR JAMBI,

i H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI




